
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 14lKpts/KPU Kota Cimahi/O11.329201 ll I 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (21

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 201,5 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 20l6 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 I Tahun 2015 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

KPU Kota Cimahi perlu menetapkan keputusan KPU Kota

Cimahi tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2....
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1O1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah

terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22Tahtn2OO8;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 I Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan...

2



7

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:

126lKptslKota Cimahi/O11.329201/V l2016 tentang

Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2Ol7

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor

1 8 1 / Kpts / KPU Kota Cimahi/ 0 1 t.3292O I I Ix / 2O | 6;

Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-

Perjl2016 dan 22lKPU-Kota-Orr.329201 llv /2016
tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara

Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor:

6lBA/Oll.3292Ol lll2017 tanggal 5 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

TAHUN 20I7.

Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

lnl.

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

1

2

KEDUA,.
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KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

t\ -r-

\^f/m
Supriatria Sumarya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

:Cimahi
: 5 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

HANDI DANANJAYA

Ttd



Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

Keputusan KPU Kota Cimahi

1 4/ Kpts/ KPU Kota Cimahi/ O I 1.32920 1 I I I 20 t7
5 Januari 2017

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan

Pilkada serentak mulai tahun 2015 dilakukan perubahan teknis dengan tidak

dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan. PPS menerima berita acara

dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS, selanjutnya dilaksanakan

rekapitulsi di tingkat Kecamatan oleh PPK.

Agar proses rekapitulasi suara dilakukan dapat dilaksanakan sesingkat

mungkin, tetapi tetap memperhatikan seluruh ketentuan perundangan

diperlukan teknik dan tatacara yang dapat dilaksanakan untuk menunjang

pelaksanaannya, sebagimana diatur dalam PKPU dapat dilaksanakan melalui

metode paralel dengan menggunakan alat bantu rekapitulasi dengan

menggunakan komputer

Banyak pihak yang akan memperhatikan dan mencermati tahapan rekapitulasi

suara ini, untuk itu penyelenggara Pilkada diharapkan dapat mempersiapkan

dan melaksanakan tahapan rekapitulasi suara dengan sebaik-baiknya dan

sebenar-benarnya. Dalam pengaturan teknis sebagai bentuk pemenuhan
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kebutuhan keterbukaan informasi, KPU RI melanjutkan mekanisme yang

sudah dilakukan pada Pileg dan Pilpres Tahun 2074, yartu berita acara dan

sertifikat hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kota

dipindai atau scan dan kemudian diunggah pada website

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1 Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia,

serta jujur dan adil;

2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Saksi dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2017;

3. Petugas Keamanan, Pemantau, dan Warga masyarakat Kota Cimahi yang

ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi Tahun 2017

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah

1. Memberikan informasi kepada para pihak dalam pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Cimahi Tahun 2O17.

2. Menjadi pedoman bagi para pihak baik Penyelenggara, Pemerintah Kota Cimahi,

Kepolisian, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanakan tahapan

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sesuai

asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud Dan T\rjuan

C. Ruang Lingkup

D. Pengertian Umum



BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

II PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan KPPS

B. Kegiatan PPS

C. Kegiatan PPK

IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

V PELAKSANAAN

Paragraf 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi

B. Wilayah Rekapitulasi

C. Rekapitulasi Secara Bersama

D. Langkah-Langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK

F. Penandatangan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di PPK

G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Kecamatan

H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kota Cimahi

I. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Penyimpanan Kotak

Suara

Paragraf 2 Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

VI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAHI

Paragraf 1 Penyusunan Jadwal Rapat

A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi

B. Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU

Kota Cimahi

Paragraf 2 Pembagian Ttrgas

A. Kelompok Kerja (POKJA)

B. Pembagian Tugas

Paragraf 3 Penyiapan Perlengkapan

A. Jenis Kelengkapan

B. Ruang Rapat

C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam Rapat

Paragraf 4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
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A. Pembukaan Rapat Rekpitulasi Hasil Penghitungan Suara

B. Kegiatan Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara

D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara

Paragraf 5 Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

VII Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Terpilih

A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

D. Calon Terpilih Meninggal Dunia, Berhalangan Tetap,

Mengundurkan Diri, atau Ditetapkan sebagai Tersangka

E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana

F. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi Terpilih

VIII Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

A. Hal yang Menyebabkan dapat Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ulang

B. Mekanisme Usulan untuk Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ulang

C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK

D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ulang di Tingkat KPU Kota Cimahi

IX Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan

sebagai Tersangkat Korupsi

C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap
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BAB

BAB

X Ketentuan Lain

A. Terjadi Kerusuhan atau Gangguan Keamanan, Bencana alam,

atau Gangguan Lainnya

B. Fasilitasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

D. Aplikasi Sistem Informasi

E. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi

F. Membuka Kotak untuk Keperluan alat Bukti

G. Sanksi Pidana

XI Penutup

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2077, selanjutnya

disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota

Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 secara

langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU

Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kecamatan atau nama lain.
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6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang

dibentuk oieh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi, selanjutnya disebut Panwas Kota

Cimahi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota

Cimahi.

1 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas

Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cimahi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di kelurahan di Kota Cimahi.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS

dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan

nama Pasangan Calon.
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16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk

menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara

yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat

suara yang rusak/ keliru coblos.

17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil

penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Cimahi

18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang

berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh

Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor

urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang

yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye

untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS.

2O. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang

terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi

dari KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU Kota Cimahi untuk melakukan

pemantauan Pemilihan.

21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar

dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan

Pemilihan.

22. Hai adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Formulir yang digunakan
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a. Kecamatan; dan

b. Kota

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi di PPK dilaksanakan tanggal 16 Februari 2O17

s.d. 22 Februari 20 17

3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Cimahi di KPU Kota Cimahi dilaksanakan tanggal 22

Februari 20 17 s.d. 24 Febrwari 2077
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4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:

a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan

Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada

PPK;

b. Model DI-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Surat

Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi;

c. Model D2-KWK merupakan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir

Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah

Kelurahan;

d. Model DAA-KWK merupakan Sertilikat Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa

atau sebutan lain/kelurahan;

e. Model DAA-KWK Plano/DAl-KWK Plano merupakan Catatan

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran

plano;

f. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

g. Model DAl/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

h. Model DA2 /DB2|DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

i. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di

bawahnya;

j. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat

di atasnya;

k. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada

Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;

l. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan

m. Model DA7 |DBT |DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.
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BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan KPPS

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-

KWK, Model CI-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari
yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS yaitu 15 Februari

20t7.

B. Kegiatan PPS

a. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-

KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya PPS:

1) mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model CI-KWK, dengan cara

menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;

2) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak

membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak

menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan

3) meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari
Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.

4) Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

b. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS

membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi

berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS,

dengan menggunakan formulir Model D-KWK.

c. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan

transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak
dapat memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK

paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

C. Kegiatan PPK

a. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan

formulir Model DA3-KWK;

b. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan

dapat dijamin keamanannya;

c. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model CI-KWK dan

lampirannya kepada KPU Kota Cimahi untuk dilakukan pemindaian atau
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scan dan menerlrskan hasil pemidaian atau scan formulir tersebut kepada

KPU untuk diumumkan pada laman KPU pada hari yang sama.

D. Kegiatan KPU Kota Cimahi

KPU Kota Cimahi meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir kepada KPU

untuk diumumkan pada laman KPU

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Jadwal Rapat, Surat Undangan dan Saksi

A. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi

a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat

pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

b. PPK menJrusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan

membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

c. PenSmsunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dimaksudkan agar Rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

tahapan.

B. Surat undangan

a. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari
sebelumnya.

b. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

1) Saksi;

2) Panwas Kecamatan; dan

3) PPS dan Sekretariat PPS

c. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada

wilayah kerja PPK;
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C. Saksi

a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4

(empat) orang;

b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon

tingkat Kota Cimahi; dan

4. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu

dan menyerahkan surat undangan rapat.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

A. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK,

Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.

B, Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:

a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-

KWK dan Model DAA-KWK Plano;

c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-

KWK beserta lampiran Model C1- KWK;

d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-

KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

C. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD projector

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

A. Penyiapan Tempat dan Perlengkapan

PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau tanggal 15

Februari 2O 17
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B. Perlengkapan Rapat

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. ruang untuk rapat

2. formulir berita acara dan sertifikat

3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS;

4. Menyiapkan kotak suara kosong dengan ketentuan

a. Terdiri atas 3 (tiga) Jenis kotak suara kosong yang ditempel stiker

bertuliskan:

1) Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS;

2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS;

3) Daftar Pemilih dan Daftar Hadir di TPS

b. KPU Kota Cimahi dan PPK memperkirakan kebutuhan jumlah masing-

masing jenis Kotak untuk setiap PPK, berdasarkan perkiraan

kecukupan volume;

c. KPU Kota Cimahi dan PPK menlrusun dan menyediakan kebutuhan

segel yang diperlukan untuk menyegel kotak di setiap kecamatan

5. Mempersiapkan perlengkapan lainnya untuk keperluar Rapat rekapitulasi
C. Ruang Rapat

PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dengan mempertimbangkan:

a. kapasitas peserta rapat; dan

b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

D. Formulir

1. Formulir terdiri atas:

a. Model DAA-KWK;

b. Model DAA-KWK Plano;

b. Model DA-KWK;

c. Model DA1-KWK;

d. Model DAI-KWK Plano;

e. Model DA2-KWK;

f. Model DA3-KWK;

g. Model DA4-KWK;

h. Model DAS-KWK;
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i. Model DA6-KWK; dan

j. Model DA7-KWK.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (1) tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

E. Perlengkapan lainnya

Perlengkapan lainnya terdiri atas:

1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan

ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;

2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;

3. segel masing-masing 8 (delapan) keping, untuk setiap Pemilihan ditambah

segel sejumlah kotak suara dari TPS;

4. gembok dan anak kunci sejumlah kotak yang digunakan;

5. spidol sebanyak 2 (dua) buah;

6. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;

7. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

8. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD

9. projector apabila ada; dan

10. daftar hadir peserta rapat.

F. Sampul

Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DAI-KWK,

Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

G. Segel

Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

1. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DAI-KWK,

Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;

2. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b. Daftar Pemilih; dan

c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;

3. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS

lainnya untuk masing-masing TPS; dan

4. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak I (satu) buah.
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BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dipimpin oleh Ketua PPK dan I (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh

Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara

3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

a. agenda rapat; dan

b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

4. Anggota PPS dan Sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan

B. Wilayah Rekapitulasi

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:

a. I (satu) wilayah kelurahan; dan

b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan

dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir

dalam wilayah kerja PPK.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan

dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir

dalam wilayah kerja PPK.

C. Rekapitulasi secara Bersamaan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara

bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan

jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

2. Masing-masing rekapitulasi dipimpinan oleh Anggota PPK

3. Seluruh TPS dalam 1 (satu) kelurahan ditempatkan dalam 1 (Satu)

kelompok

4. PPK bermusyawarah dengan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk

menyetujui Teknis pelaksanaan Rekapitulasi yang dilakukan dengan

membagi kelompok
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D. Langkah-langkah Rekapitula

PPK melakukan Rekapitulasi

ghitungan Suara

tungan Suara dari Formulir C1-KWK

dengan langkah sebagai berikut:

r. Menyiapk"., ro#OMIS["BGIYUUIIilAIUt lJAS.l[&,,,;
2. Membuka kotak suara IEO{A;CIMAHI
3. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;

4. Menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi
atau menggunakan LCD projector;

5. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,
penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model C1-KWK;

6. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TpS yang tertuang
dalam Model c2-KwK pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan
dan status penyelesaiannya;

7. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK plano;

8. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
9. mengeluarkan DPT, DPfb, Dpph dan Model C7-KWK masing_masing TpS

untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di ppK

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dari Formulir DAA-
KWK dengan langkah sebagai berikut:
I ' Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat

kecamatan;

2. menempelkan formulir model DAI-KWK plano pada papan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;

3. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,
penggunaan surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model DAA-KWK;

4. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil penghitungan suara ke dalam formulir
Model DA1-KWK Plano;

5. menyalin formulir Model DAI-KWK plano ke da-lam formulir Model DA1-
KWK;

6. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat
kecamatan dalam formulir Model DA-KWK.
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7. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi I (satu) bagian

per kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk

diteruskan kepada KPU Kota Cimahi bersama-sama dengan kotak suara

yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan;

8. KPU Kota Cimahi dengan persetujuan Panwas Kota Cimahi dan Tim

Kampanye Pasangan Calon untuk memudahan pelaksanaan rapat

rekapitulasi di PPK dan di KPU Kota Cimahi, dapat melaksanakan pengisian

data sementara dari CI-KWK yang diterima oleh PPK dan KPU Kota Cimahi

sebelum dilaksanakan rapat rekapitulasi. Pengisian data sementara tersebut

dengan tetap melaksanakan prosedur penyebutan dan pengucapan hasil

rekapitulasi dimasing-masing tingkatan

F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK

1 . Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua,

Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.

2. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan

Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

3. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Hasil rekapitulasi Penghitungan

Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DAS-KWK

kepada:

a. Saksi; dan

b. Panwas Kecamatan.

G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

1. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7
(tujuh) hari yaitu mulai tanggal 16 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2077

2. PPK mengirim formulir DAI-KWK dan lampiran kepada KPU Kota Cimahi

untuk diunggah pada laman KPU Kota Cimahi

H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK Ke KPU Kota Cimahi

1. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK wajib

segera menyerahkan kepada KPU Kota Cimahi

a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK,

Model DAA-KWK Plano, Model DAI-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-

KWK Plano dan Model DA7-KWK;
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b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C 1 dan

lampirannya)

c. Kotak Suara Daftar Pemilih (DPf, DPTb, DPPh dan C7); dan

d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh

TPS di wilayah kerjanya.

2. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

Berita acara penerimaan kotak suara dan Penyimpanan Kotak Suara

1. KPU Kota Cimahi membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan

menggunakan formulir Model DB3-KWK.

2. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap

prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada

PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib

menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DAI-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan

sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan

pembetulan.

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan

menuliskan angka yang benar.

2. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil

pembetulan

3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas

Kecamatan yang hadir.

4. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah

kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

L7



BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAHI

Bagian Kesatu

Persiapan

A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi

1. KPU Kota Cimahi melaksanakan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara
dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari ppK;

2. KPU Kota Cimahi men5rusun jadwat rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan

Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KpU Kota
Cimahi;

3. Penyusunan Jadwal rapat rekapitulasi Hasil penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimaksudkan agar Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

tahapan;

4. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah
pada tanggal 22 Februari 2017 s.d.24 Februari 2OlT

B. Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KpU Kota Cimahi
1. Ketua KPU Kota Cimahi wajib menyampaikan surat undangan kepada

peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan atau tanggal 27 Februari 2OlZ
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5. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

angka 4 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat

sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk
ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota

Cimahi;

6. PPK bersama Panwas kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian

khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

I . PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada

formulir Model DA2-KWK.

2. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

3. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa foto

atau video.
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2. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

a. Saksi;

b. Panwaslih Kota Cimahi; dan

c. PPK.

3. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara;

b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

4. Saksi

a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling

banyak 2 (dua) orang;

b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk I (satu) pasangan

Calon;

c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang
ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye pasangan

Calon tingkat Kota Cimahi;

5. Pelaksanaan Rapat

a. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir
tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat;

b. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, pemantau pemilihan Asing,
masyarakat dan instansi terkait.

c. KPU Kota Cimahi menyampaikan undangan kepada pemantau

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, pemantau pemilihan Asing,
masyarakat dan instansi terkait

d. KPU Kota Cimahi mengundang Pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian
Resort Kota Cimahi, Pimpinan DpRD Kota Cimahi untuk mengikuti
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bagian Kedua

Pembagian Tugas

A. Kelompok Kerja (Pokja)

l KPU Kota Cimahi membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.
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2. Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri atas Anggota KPU dan Sekretariat KPU

Kota Cimahi;

3. Ketua Kelompok Kerja adalah Sekretaris KPU Kota Cimahi;

4. KPU Kota Cimahi membentuk Panitia Pendukung pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil penghitungan Suara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seperti

pengamanan, penerangan, konsumsi, dan lain-lain
B. Pembagian Tugas

1. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok

kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok

kerja.

2. Pembagian tugas merupakan bagian yang diuraikan dalam Keputusan
Kelompok Kerja

A. Jenis Perlengkapan

1. KPU Kota Cimahi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau tanggal
21 Februari 2Ol7;

2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri atas:
a. ruang rapat;

b. formulir berita acara dan sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasir
Penghitungan Suara di tingkat ppK;

d. perlengkapan lainnya.

B. Ruang Rapat

1. Ruang rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara yang akan digunakan
dengan mempertimbangkan:

a. kapasitas peserta rapat; dan

b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel;

c. Ketersediaan Anggaran

2' KPU Kota cimahi berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota cimahi
dalam menentukan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan mensosialisasikan dengan Tim Kampanye

c. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara

l. Formulir yang dipergunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan

Bagian Ketiga

Penyiapan Perlengkapan
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Suara terdiri atas:

a. Model DB-KWK;

b. Model DBI-KWK;

c. Model DB2-KWK;

d. Model DB3-KWK;

e. Model DB4-KWK;

f. Model DBS-KWK;

C. Model DB6-KWK; dan

h. Model DB7-KWK.

2. Perlengkapan lainnya terdiri atas:

a. sampul kertas, sebanyak I (satu) buah;

b. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dari PPK;

c. spidol;

d. ballpoint,

e. lem perekat

f. alat tulis kantor, termasuk komputer dar: LCD projecto4 dan

g. daftar hadir peserta rapat.

3. Segel sebagaimana dima}sud pada angka 2 huruf b digunakan untuk
menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi membuka rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara

2. Pimpinan Rapat menjelaskan kepada seluruh peserta yang hadir dalam

rapat

3. Ketua KPU Kota Cimahi memberikan penjelasan mengenai:

a. agenda rapat; dan

b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cimahi

B. Kegiatan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

i. KPU Kota Cimahi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dengan langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota

b. membuka kotak suara tersegel

c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara



d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah

pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah

dalam formulir Model DA1-KWK;

e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DBI-KWK;

f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota Cimahi da,lam

formulir Model DB-KWK.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai

dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota

C. Penandatangan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh

Ketua, Anggota KPU Kota Cimahi, dan Saksi yang hadir.

2. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir,
formulir ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi dan

Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

3. KPU Kota Cimahi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud
pada angka 1 (satu) dengan menggunakan tanda terima formulir Mode1

DB5-KWK kepada:

a. Saksi; dan

b. Panwas Kota Cimahi

4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Model DAA dan Model DAI-KWK
dalam bentuk softcopg (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasi di laman
KPU

5. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Keputusan KpU Kota tentang
Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KpU pada

hari yang sama sengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi
D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

angka 2 (dua) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih.
E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Rekapitulasi Hasil penghitungan

Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi atau
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
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2. KPU Kota Cimahi mengunggah formulir Model DBI-KWK dan lampiran pada

laman KPU Kota Cimahi;

3. KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan kepada KPU dalam bentuk

softcopy dan hardcopy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan

permohonan perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkaman Konstitusi

F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara

1. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK,

Model DAI-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DAI-KWK plano dan

Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;

b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TpS di
wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. Tempat penyimpanan Kotak Suara ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi setelah

berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota Cimahi

A. Pengajuan Keberatan

I' saksi atau Panwas Kota cimahi dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara kepada
KPU Kota cimahi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau panwas Kota Cimahi, KpU
Kota cimahi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK
Plano dan/atau Model DAI-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau panwas Kota cimahi
sebagaimana pada angka 1 (satu) dapat diterima, KpU Kota Cimahi
seketika melakukan pembetulan.

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau panwas

1. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan
menuliskan angka yang benar;

2. Ketua KPU Kota cimahi dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada

angka hasil pembetulan;

3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, Kpu Kota cimahi
meminta pendapat dan rekomendasi panwas Kota Cimahi yang hadir

Bagian Kelima

Penyelesaian Keberatan
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4. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Cimahi

di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai

jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan atau paling lambat tanggal 24

Februari 20 17.

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

1. KPU Kota Cimahi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.

2. KPU Kota Cimahi memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota

Cimahi, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing

untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;

3. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TERPILIH

A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara

terbanyak.

2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh
oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan calon, Pasangan calon terpilih dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara

berjenjang.

3. Dalam hal lebih dari I (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, pasangan

calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara
yang lebih luas di tingkat kecamatan.

4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana

dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di
tingkat kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di
tingkat TPS.



B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. Panwas Kota Cimahi.

2. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota terpilih dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017;

3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.

4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada

atgka 2 (dua) pada hari yang sama yaitu tanggal 8 Maret 2017 kepada:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon terpilih;

d. KPU Provinsi;

e. KPU; dan

f, Panwaslu Kota Cimahi.

5. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Cimahi

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Terpilih

1. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan paling

lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan

hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.

2. Da-lam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan

kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lama 1 (satu)

hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon

terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara

ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

25



26

D. Calon Terpilih meninggal dunia berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau

ditetapkan sebagai tersangka

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan

pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih meninggal dunia,

berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka

KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon

yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat

pengusulan Pasangan Calon meskipun tidak berpasangan.

E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan

pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih ditetapkan sebagai terdakwa

atau terpidana, KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan

terhadap pasangan calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah

satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat

pengusulan pasangan calon

F. Pengumuman penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

terpilih

KPU Kota Cimahi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Cimahi terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU/

Kota Cimahi

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. Hal yang menyebabkan dapat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Ulang

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU

Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang

kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang

kurang jelas;

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan

yang kurang jelas;
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e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat

menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara

jelas;

f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara tidak dapat dilanjutkan;

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau

waktu yang telah ditentukan.

2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi.

3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku

mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Mekanisme Usulan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Ulang

1. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Huruf A

Angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kota Cimahi dapat

mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang di PPK, KPU Kota Cimahi;

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan

selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi atau di PPK tanggal 15

Februari 2017 s.d. 22 Febnsari 2Ol7 danlatau di KPU Kota Tanggal 22

Februari 2017 s,d. 24 Februari 2Ol7

3. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang

disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima)

hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU

Kota Cimahi;

C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Ulang di tingkat PPK

I . Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan

keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan

lampirannya dengan formulir Model CI-KWK dan lampirannya yang

diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano

dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
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2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka

1 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada

dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model

DA2-KWK;

D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Ulang di tingkat KPU Kota Cimahi

l. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang tingkat Kota Cimahi, Saksi dan/atau Panwas Kota Cimahi

menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir

Model DAI-KWK yang diterima KPU Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi

melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model

DAl-KWK.

2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka

(1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota Cimahi melakukan pembetulan

data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada

formulir Model DB2-KWK.

BAB IX

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih

1. KPU Kota Cimahi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang

penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wa,likota Cimahi terpilih

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi

2. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan atau pada tanggal 9 Maret

20t7

B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai tersangka

korupsi

1. Dalam hal terdapat Calon Wa,likota dan/atau Wakil Walikota Cimahi

terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi,

dalam pengusulan pengesahan KPU Kota Cimahi menyampaikan

pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur;

2. Pemberitahuan dimaksud angka 1 (satu) dengan melampirkan Surat

Penetapan Tersangka;
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana Alam, atau gangguan

lainnya

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan,

bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi

tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Cimahi

dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di

Kota;

2. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK dan KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;

B. Fasilitasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi

dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

pada tingkat PPK dan Tingkat Kota Cimahi;

2. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas

untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Cimahi

menetapkan kembali PPS dan PPK.

C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap

1. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan

Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota

Cimahi mengu.sulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon

yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan

tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

2. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan

Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota

Cimahi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap

Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan

melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada

saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
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2. Penambahan Masa Kerja dengan mempertimbangkan berkahirnya tugas

PPS dan PPK

D. Aplikasi Sistem Informasi

1. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan,

PPK, KPU Kota Cimahi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.

2. Dalam Hal menggunakan Aplikasi Sistem Informasi KPU Kota Cimahi

mensosialikasikan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan Panwas

Kota Cimahi

E. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

1. Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2. Dalam Hal terjadi perselisihan KPU Kota Cimahi dapat menggunakan jasa

Kosultan/Advokat dan atau Pengacara;

F. Membuka Kotak untuk keperluan Alat Bukti

1. KPU Kota Cimahi dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir

yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)

dibuka dengan ketentuan:

a. Berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian Resor Kota Cimahi

dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di

persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di

persidangan;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan

ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;

e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;

f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani

oleh Ketua KPU Kota Cimahi dan Panwas Kota Cimahi

G. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

PPK, KPU Kota Cimahi, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.
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BAB XI

PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi men)rusun Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk setiap

tahapan kegiatan

2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Kelompok Kerja Rekapitulasi dan

Kelompok Kerja Penetapan Calon Terpilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kefa Sub Bagian Hukum

[Jr
Supriatna Sumarya



Lampirar II

Nomor

Tanggal

Tentang

Keputusan KPU Kota Cimahi

14lKpts/KPU Kota Cimahi/0 1 1.329201 I I I 20 17

5 Januari 2017

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Tahun 2017

FORMULIR YANG DIGUNAI(AN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN trIALIKOTA DAN WAKIL trIALIKOTA

CIMAHI TAHUN 2017

A. Tingkat PPS

Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.

Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan

(Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.

Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model

C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS

dalam Wilayah Kelurahan dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

Model D1-KWK

B. Tingkat PPK

Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu

wilayah kelurahan

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara

Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari

Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Model D2-KWK

Model DAA-KWK Plano

Model DA-KWK

Model DA1-KWK

DAl-KWK Plano
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Model DA2-KWK

Model DA3-KWK

Model DA4-KWK

Model DAS-KWK

Model DA6-KWK

Model DA7-KWK

6. Tingkat Kota

Model DB-KWK

Model DB1-KWK

Model DB2-KWK

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan dalam Walikota dan Wakil Walikota.

Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil

Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan

Sertilikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota

Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Model DB3-KWK



Model DB4-KWK

Model DB5-KWK

Model DB6-KWK

Model DB7-KWK

Model DB8-KWK

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

di Tingkat Kota

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kota.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model

C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap

Kelurahan dalam Wilayah Kota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

3



MODEL
D1-KWK

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-IflIKI

YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahua,n Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model

C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pela-ksanaan pemungutan suara dan penghitungan

suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa/Kelurahan *)

Kecamatan

Kabupaten/ Kota *)

Provinsi

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan

1. Meninggal dunia

2. Pindah alamat

3. Tidak dikenal

4. Tidak dapat ditemui

5. Lain-lain

YANG MENYERAHI(AN,
KPPS

: Nomor

..-..... Lembar

... lembar

.. . lembar

lembar

lembar

lembar

YANG MENERIMA,
PPS

Nama Lengkap Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir DI-KWK dibuat sebanyal< 2 (dua) rangkap:

a. I (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



ffi HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6.KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM wlLAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ') TAHUN .......,

(dris herdasa.kan fonnulir Modcl Dl-KwK)

MOO€L DZ-t(WK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN
KELURAHAN/DESA J)

KECAMATAN
KABUPATIN/KOTA)
PROVINSI

NO KETERANGAN

RINCIAN PENCEMBALIAN FORMULIR C5
TP5 lPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS 't'Ps TPS TPS IUMLAH

PINDAIIAN

: 5 l1 1? l5

l AlENINGCAL DTINIA

2 PINDAH ALAMAT

3 TIDAK DIKENAI,

TIDAX t}APA'I DITIiMUI

5

IUMUIH RINCIAN PER.TPS

NAMA/TANDA TANGAN PPS

I I

RINCIAN

I

m

m

m[-[-[l
mm [T-m



TANCGAL/BULAN/TAHUN
KELURAHAN/DESA ')
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA+)
PROVtNSI

MODEI D2.KWI{
Halalnan 2

NO. KIJ'I'ERANGAN RINC!AN

I RINCIAN PENCIMBALIAN FORI\1UI,IR C6
TPS rPs TPS TPS lPS TPS 'tP5 'I t,s TPS TPS lPs 1PS IUML/TH

PINDAHAN

I 2 3 4 t 10 1t 12 l3 1S

I MENINCCAL DUNIA

PINDAH ALAMAT

3 TIT'AN DIXENAL

TIDAK DAPAT DITEMI]I

5

JUI\lLAH RINCIAN PER.TPS

NAMA/TANDA TANGAN PPS

I 2 3

l|tlt||tttt Ii tt Im ttt[T-[
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CATATAN HASIL REI(-APITUIJTSI PEROLEHAN SUARA DARI SE'TIAP TPS DALAM wlLAYAH KELURAHAN/DESA

DI TINCKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL CUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ,,,..,..

dnsi bcrdrsarkan fom!lir Model c1-(W(
KELURAHAN/DESA T)

KECAMATAN
l{ABUPATEN/KOTA')
PROV| St

NAI\,tA PASANCAN CALON RINCIAN

I RINCIAiI 

'UMLAH 

PEROLEHAN SUARA
TPS TPS 't Ps Tts TPS TP5 TPS ]',PS 'I PS lPS lPS TP5 IUMLAH

PINDAHAN
5 It

t

2

lumlah suara sah calon

lumlah Suara Tidak Sah Calon

lumlah suara sah dan Tidak Sah calon

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1 2 3 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)

(Tanda tansan) (Tanda tansan)

TPS

___l

--l
L

[] [-_]Lt

ttl
[l

--l

ffi
ffi



KELURAHAN/DESA +)

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA1
PROVINSI

N{). NAMA PASANCAN CAI-ON RINCI N

I RINCIAN IUMLAH PEROLEHAN SUARA
lPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TP5 TP5

'UMLAHPINDAHAN
3 s r3 15

I

,umlahSuaraSah calon

lumlah suara TidakSah Calon

tumlah suara $h dan Tidaksah calon

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1 z 3 5

NAMA DAN TANDA TANCAN SAKSI PASANCAN CALON

1. tNama saksi) 2. (Nama saksi)

(Tanda tangan) (Tanda tangar)

2
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ffi SERTIFII(AT A,EKAPITULASI IIASIL DAN RINCIAN P[lrlcHlTUI{CAN pEROLEITAN SUARA DARI SETIAPTpS DALAM WtutyAH DESA/KELURAHAN
DI TINCI!{I (ECAMAT,/IN DAUIM PEMILIHAN GUBIRI{UR DAII WAKLGUBERNUR/AUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA') TAIIUN .....,..

(dLc' berdrr,rkan fornuhr Modet c 1-Kwxl
XELU RA HAN/DESA *)
KECAMATAII
XABUPATEN/KOTA')
PROVINSI

NO.

DATA PEMILITI DAN PEN(;CUNAAN TIAI( PILIII I'PS IUMUIH

DATA PTMII.III

1. Pemilrh terdaft2r DPT
l.x
PR

tM t-

2. Pemilih terd.ft rdalan DPPh

l_(

IML

3. P.milih DPTb/pen8gua KTP Elektonik dan SuEt
t.(

IML

4. Juhlah PemrIh ( I r2 rJ)
tMl.

PINCCUNA HAK PILIII

l- P.n8guna h.k pilih dalin DPI
l_x

llrtr

2. Pent$na hak pilih dalam DPPh
t_(

IR
ltit L

3. Pen8gura hak pilih d.l.m DPTb/petrguna KTP
ElekEonik dan Suot K.t.Eng:n

l.(

IML

4.hhl.h s.luruh pen6lpn. Hak Prlih (r+2+3)
t,(

IML

PPK

I 2 4

NAMA DAN TANDATANGAN SAKSI PASANGAN CALON

B. DATA PEMILIH DISAAILITAS/PENYANDANG CACAT ,r_rMLAri
PINI)AtIAN

I P.milih dis.bilrt2r/peny.ndengG.l
Pemrlih disabilil,s/penyandanscac.ty.nrnenlgunakan hak

--

I-IIII

TPS

----r--.
I

I

-

f -----F--+--

-------r------t

-

l=---r---_]

I

:

I

-tm-I-
I------- t I r- ---- -------m
Ir------- t ---r-----r---

mm ffiE--r------r------t

f ----f-----t
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m ffi
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m
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KEI,URAHAN/DESA ')
KECAMATAN
XABUPATEN/KOTA')
PROVINSI

RINCIAN

DATA PEMII-IH DAN PENGGUNAAIT IIAKPII,IH TPS
IUMLAHAKHIR

LK

PRL Pemrlihterdafia.DPl
tML
l-K

PR2. P.mrlihterdaft r dalam DPPh

IM t,

LK

TR
3. P.mrlih DPTb/p.n$u. KTP ElekEonik d.n suFt

lMl
LX

4. lumlah Pemilih (l12+3)

lll l

PENCCI'NA IIAK PII,IH

l.(

tlrt.
l. P€nggun. hah pilih dalam DPI

L!(

lMt

2. P.nEr!na hik prlrh dal.m DlPh

L(
3. Pen88!na hik pllih.lalah DPrb/pen8gun. I(TP
ElekEonik din Sudt KeteBngan

tM t.

I,K

4.,unnah seluruh p.ngeua lhkPrlih {l+2+3)
lr'11.

-I-I
ITII

--
IIIIIIIIII

--
II

I-IIII

-I
IIIIIIIIIIII

-I
II

--

II

,UMLAHAXIIIRlr. DATA PEMII-IH DISABILITAS/PENYANDANC CACAT TPS TPS

I Pemihh d!s,brliot/D€nyand.ns cac.t
P.mllih disabrlitas/p.nyaidrngcletyang m.ngguakan hak

-INAMA/TAND  TANCAN PPX

I ? 3
t.

NAMA DAN TANDA TANCAN SAKSI PASANCAN CAI.ON

--------r-------

.---r--- I'sl'6

r-------------_|-

---r------l

--------I--------

NO.

r--r -r=-:
I tt f-------r------_-



RINCIAN

. DATA IUMLAII SUAIA sAH DAN TIDAKSAH Il,s IUMLAH

I ,umlah suaE sah sduruh calon

I Iumlah Su.E TrdakSah

3 luml.h suaE srh dan TE.r s:h (l t 2)

NAUA P SANCAN CAI-ON R!N( IAN

l.
RINCIAI{ IUMLAH PEROLEHAN SUARA

PASANCAN CALON
IUMUIH

lumlah suara S!h ailoh

NAMA/TANDA TANCAN PPI(

I )

NAMA DAN TANDATANGAN SAKII PASANCAN CALON

KELURAHAN/DESA ')
KECAMATAN
(ABUPATEI!/KOTA.)
PROVINSI

I DA'TA PENCGUNAAN SUR,{T SUARA IIJMT,AH

Iumleh s{EtsuaB yangditenh. Ermasul c.d.ngan 2,5%

[2+3+1)

2 luml.h su6tsu.E dikembrlik?n ol.h penillh krrcn. ruak

I ,umlah suEt su.E trnS ndak t€rlak3i

4 )umlah s!ratsu.E yanSdiSun.kan

II

TPS

----T---

-+- ltltlm

ffi
=
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----r--- lT

[---r---r-
----T----r

m
ffi-



KELUEAHAN/DESA ')
KECAMATAN
KABUPATEN/I(OTA']
PROVINSI

l. T)ATA PENCCUNANN SUR"AI SI]ARA IUMUUI
PINt}AHAN

I
lumlah runlsuEy.ntdit hm. t masuk rad.nSan 2,5%
(2r3+4)

,umlah su.atsu:E dlkenb.likan oleh prmilih karcna rusak

)umlah suratsuara yanB tidak t.rpakai

luml.h sumt slaB yangd'sunakan III
NO.

. DATA I U MI-/TH SUAR-A SAH DAN TIDAK SAH

I lunlah SuaBSrh Seluruh Calon

JunnrhSuaPTrdakSah

l ,oml.h suaE s.h dan T!d:t sah (l + 2)

NAMA/TANDA TANGAN PPK

I 2 5

NAMA DAN TANDATANGAN SAXSI PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CTtLON

t,
RINCIAN IUMt.IIII PDROLEIIAN SUARA JUMLAH

I

lomlahS!araSah celoh I

lltltttl
r-----;------T----;-----'lt-l---lH ll ttttr--r--r-

-'--f-"---+---f- m Ir---r--t Ltl

ltl It



DATA PENCCU NAAN 5UN.AT SUARA
,UMUIH AXHIN

I
suratsur6 yanS dlt.nma te.m.suk.adangan 2,5olo

[2+3+{)

2
,umlah su.2tsuara dikemb,likan oleh p.milih kareh. rusrk

3 hmlah suErsu.rl yang ad.k rerpakit

luml.h suratsuara yangditunalln

NO NAMA PASANCAIi CALON RINCIAN

l,
RINCIAN JU

t: IUMUIHAXHIR

I

2

luhlai sua.aSah Calon

KELURAHAN/DESA ')
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA'}
PROVTNSt

DA]A IUMUTHSUARAsAH DAN TIDAK SAH Tl's
,uMtT t A(HtR

, lumlah SuaE 5dh Seluruh Caloh

hhlah Suan TidJk s,h

lumlah suaE Sah dan Trdik:jah (t + 2)
IIII rIII

ANDA TANGAN PPKN

I 2 3

NAMA OAN TANDA TANGAN SAXSI PASANGAN CALON

NO,

=
[.

1. fE
I ffiI m
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i4or'rl si

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *} TAHUN

...... tahun
mengadakan

MODEL
DA-KWK

...........,.., Panitia
rekapitulasi hasil

Pada hari ini ..........,......... tanggal
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
penghitungan perolehan suara bertempat di:

bulan

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan
Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Cubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

a, dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C I-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.

b. dari seluruh Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DAl-KWK dan DAI-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... ( ... ........) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SAKSI PASANGAN CALON

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus

I 2 3 4 5

1 2



s SERTIFI xr{T REKAPIIU UlSl HASILDAN RINCIAN PENCHITUItCAN PEROLEHAN SUARA DARI SaTIAP DESA/t(ELUf,AHAN
DI TIIICXAT KECAMATAN DAUIM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAXIL CU B ERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKLWALIXOTA') TAHUI{,,......

drs' bod*rrkan rormuhr Mod.t DAA kw(
KECAMATAN
I(ABUPATEN/XOTA')

DATA PEM ILIH DAN PENGGUNAAN HAK P' LIII IUMLAH

1. Pemilih terdaftar dalam Dafrir P.milih Tsbp
(DPT)

IML

2. Pemilih terdalbrdalam Da^.r PenLlih
Lt(

Mt_

3.Pem,lihDatiarPemilihTamb.hrntDPTbl
/peh83uuKIPat uidentibstep.ndudukrn

IM L-

4. lumlah P.milih (r+2+31

LK

IML

1. Pen8g!n. halpilih d.lah Daii,r Pemihh T€tap

iDPll
tMr,

2. Penff!na tuLpilih dal.m D.fta. Pemrlrh
LK

IML

3. PdnSguna hakpilih dalao Daftar Pemrhh
Trmbahan (DPTb)/p.ngeuna KrP,t u
identltas k.p€ndudukan l.innya

IML

a.lumlah slurub p.ngguna Hak Pilih (r+2+31

LK

,ML

NAMA/TANDA TANCAN PPK

3
t. 5

NAMA DAN TANDATANGAN SAI{SI PASANCANCALON

!,
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XXCAIATAN
rvlauPATEN/XOTA.)
PROV!NSt

DATA PEMILIH DAN I'ENCCUNAAN HAI( PILIX

l.l(
l P.Dilih t rd.nir drlrn D:n2. P.nilih T.lip

(DPT)

tMl.

I,K
2. Pemilih t..daftirdrlrm Daft!r Pemilih

tMt,

I,K
3. P.n rh Drftr.P.mr[hTrmb2h:r (DPTb)

/p€qgun. (T P El.kton'k drn surrt KdeDnBan

t.luml.h P.milih{lr:}3)

r. P.ngg!n.h.kpillhdrlzm 0atur Pemilih Tet:p
(DPT)

tMl.

2. PenijruD h.I pilh d.l.n Drnrr Pemilih

l_K3.Pung8!nrhrkprl'hdrhm0ihlrPemilih
Trnb.ha, (DPTb)/p.nBsuna KTP Elekronik dan

tMt.

4.lumlah seluruh !etr88uhi HakPrl,h {1+213)

IML

I

t, I' t.
NAMA DAN lANDATANGAN SAKSI PASANCAN CAI-ON
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KECAMATAN
KABUPATEN/XOTA')

DATAPEMIL:H DAN PENGGUN

1. Pemilih terdaft: r dalah Dift:rPemilih Tet p
(DPT)

LK

IML

2. P€milih terdaftar dahm D.ft:r Pemilih
LK

JML

3. p.D'Lih Da&a. Pemilih T.mbahan (DPTbl

/pengguna KTP EleLlroi,k dan surat K.teran8an
IML

.|. lumlah Pemilih (1+2+3)

IML

L Pzhggtn. hak pilih dalam Datur P€milihTetap
(DPll

I,K

IML

2 Pengguna hakpilihdrlam Datur Pemrlih

]ML

3, P.nggun2 hatpilih d.l.m Datu. Pemilih
Tamb.han (DPTbl/penssuna KTP El.k.ohrk dan

a. lumlah *lu.uh penscuna Hak Pilih (1+2'3)

],K

IML

NAMA/TANDA TANGAJ{ PPK

5

NAMA DAN TANDATANCAN SAI(5I PAsAI{GAN CALON
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KABUPATEN/XOTA')
PROVtNSt

DATA PENGGUNAAN SU RAl SUARA

1
lumlah sur.tsu.rayansditerimrterma{k ed:nsan 2,5 %

[2+3+4]

lumhh suratsuara dikembalik,n ol.h p.mil,h k:r€na ruek

3 lumlah surat suara yane tidak terpakai

lumhh surrtsurrr yrngdrguhakrn

DATA PEM II-III DISABILITAS/PENYANDANC CACAT

lumlah P€milih disabilitas/peny.nd.ns caol

2
luhlah Pemrlih disrbilius/p€nyand.hE cacat yans

NAMA PASANCA]I CALON

RINCIAN IU MUIH P EROLEHAN SUARA

PAsANCA'{ CALON

1

Iumlah suarn suh Cilon

T

I t"
NAMA DANTANDATANGAN SAXSI PASANGAN CALON

l . DAIA JUMLAH SUARASAH T'AN TIDAX SAH

lunl.h suara sah seluruh cal,rn

2

lumlah suarr Srh drnTLdak Srh [1 r 2]

IIIIIIII
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r{ BUPATIN/XOTA1
SROttNSr

DATA PENCCUIVAAN sURTT SUANN

lunEh su.rt $zr: yrnSdier.n2 l€m.stad..8.n 2,5 t6
(213+4)

lumhn $nta.BdlL.B6ilikanol.h pznilih t rcn. ruet

3 Juml.h rurlr su.ra y:ngndrkrerpak r

lumuh suritsuira y.rgdisunak n

NAMA PASANCAN CALON

RINCIAN IUMLAII PEROLIHAN SUAIIA
PASAIIGANCALON

I

2

lunrlah Sunm Sah Calot

NAIqA/TAN DA TANCAN P

l, F
NAMA DAN TAN DA TANCAN sAKSI

DATA SUANA SAII DAI{ TIDAXSAH

lumlih suaa sah d.n Tid.k s1h [1 + 2]
IIII

DATA PEMILIH DtSAatLtTAS/PENyANDANG CACAT

I luml2h P.nnih diebihtrs/p.nyzndr.soot

,uml.h P.mllllt dl5.brllls/p.ny.nd.ry @t y.nr

EI IIIIIIIIII
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(AEUPATEN/XOTA')
PROVT!{St

DATA I'ENCCUNAAN SURAT SUARA

I
luml.h $at i.r: y.n! du..tm. t mdk ad.ng.n 2,5 9n
(2+3a.)

Fmbn sots.n.lil.nb.lllonoleh p€milin t,rcn. ruet

lumlrh su.ai suara ya4!drk terpakai

lumlah suatsuir yrngdlgumkin

IIIIIIIT
I

t. DATA SUARA SAH DII{ TIDAXSAH

I

lumhh sua.. srh danTidnks.h (1+ 2)

DATA PIMILIII DIS BILIT S/PENYAIIDATG CACAT

lumleh Pemilih dinbil&s/p.ny,nd,ng .tr

Emhn P.nilih .trebililr/p.ny..d.nB eet y.na

NAMA PASANCAN CALO N

RINCIAN IUMLAH PEROLEHAN SUARA

lumhh suara sah C.lon

t, I'
NAMA DA

I--t
-------r------t tl
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# MOOEL DAl.KWX

NO, NAMA PASANGAN CALON

I RINCIAN'UMt.AH PIROLEHAN SUARA I ISA/l<Et, DESA/r(EL DESA/KEL DESA/XEL DESA/t(El DESA/(EL DESA/l<Et, DESA/KEL DISA/KEL DESA/I(EL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL IUMUTH
PINDAHAN2 5 l0 ll 15

Iumlah suara Sah caloo

lumlah Suara Tidak sah Calon

lumlah Suara sah dan Tidaksah Calon

NDA TANGAN PPK

I 2 3 4 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. tNamasaki) 2. tNama saksi)

(Tanda tansan) {Tanda tansan}

CATATAN HASIL REKAPITUUISI PEROLf,HAN SUA&{ DARI S[TlAp DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN CUBERNUR DAN WAKIL GUAERNUR/BUPATI DAN WAKIL EUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ) TAHUN ....,,..

drisr berdasarkanf(trnruIrModetDAA-KW(
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAA}
PROVINSI

RINCIAN

DESA/XEL

1

2



MODET DAI.XWX
Halaman 2

NO. NAMA I'ASANG N CALON RINCIAN

I RINCIAN 

'UMLAH 
PEROLIHAI\I SUARA DESA/KEI- DESA/KEI- DESA/t(EL DFSA/KEL DESA/KEL DESA/Krr. DESA/XEt- DESA/t(EL DESA/KEL DESA/KEL DESA/(Et- DESA/KEL DLtA/XEL IUMLAH

2
r3 15

2

lumlsh Suara Sah Calor

lumlah suaraTidakSah &lon

luorlah suaraSah dan TidakSah Calon

ANDA TANGAN PPK

I 2 3 4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) 2. (Namasaksi)

(TandatanBan) (Tandatansanl

KECAMATAN
KABUPATIN/KOTA*)
PROVINSI

DESA/XEL

1



MOOET DAl'r(W(

NO, NA]I,IA PASANGAN CALON

RINCIAN 

'UMLAH 

PTROLEHAN SUARA DESA/ktit, DESA/KET DESA/K'I, DESA/(Et I)ESA/t{IL DESA/KEI, DESA/(EL DESA/(EL DESA/KEL DESA/r(EI Dr:5/1/Ktr- DESA/(EL DESA/XEt- DESA/XEL
luMt.AH AKllTR

s t2

I

2

,rnrlrh suara Sah calon

lumlah suara Tidaksah Calon

lumlah suara Sah dan Tidaksah calon

ANDA TANCAN PPK

1 ? 3 5

NAMA DA N TANDA TANCAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Namasaksi) 2. (Nama saksi)

(randa tansan) (Tanda tansan)

KECAMATAN
I(ABUPATEN/KOTA+)
PROVINSI

RINCIAN

I



siio lii I MODEL
DA2-KWK

CATATAN KB'ADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAIilATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *I TAHUN ........

Kecamatan

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

Coret yang tidak perlu

Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK,
sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

-)



io lrra
MODEL

DA3.KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN qIAKIL WALIKOTA *I TAHUN .....,..

Pada hari ini ................. tanggal
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

bulan ......... tahun...................,

TPS
Desa/ Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten / Kota*)
Provinsi

Nomor s/ d Nomor

yaitu berupa :

Model C-KWK
Model C1-KWK

2 Model C1-KWK Plano
Model C2-KWK

4 Model C3-KWK
5 Model C5-KWK
6 Model C6-KWK
7 Model C7-KWK

B Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN ITECAMATANPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *l {Kecamatan

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

.) Coret yang tidak perlu

cap
PPK

A. I

..)

(I{AMA LENGKAP}

...t



OHrS MODEL
DA4-KUIK

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampalan Berlta Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada:

Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *f
di-

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan

suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : . .. . .. .. . .. .. .. .. . .

Kabupaten/Kota *) Provinsi:

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A 1

Model DAA-KWK Plano
2 Model DA-KWK

Model DA1-KWK
3 Model DAI-KWK Plano
4 Model DA2-KWK
5 Model DA3-KWK
6 Model DAS-KWK
7 Model DA6-KWK
8 Model DA7-KWK

B Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(NAMA LENGKAP)

t) Coret yang tidak perlu
Catater :

a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA -)

(NAMA LENGKAP)

IE

Model DAA-KWK



or,rla

MODEL
DAS.KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA *)

PROVINSI

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

(Nama Lengkap)

No Natna Saksl dari Pasangan Calou
/Panwascam

Tanda tangan

1 Nama Pasangan Calon 1

2 Nama Pasangan Calon 2

3 Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatarl 3

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR / BUPATI DAN

WAXIL BUPATI / WALIKOTA DAN UIAXIL WALIKOTA *I TAHUN ........



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN...
KABUPATEN....
PROVINSI

Telp

MODEL
DA6-KWK

Jl.

Nomor :

Perihal : Undaagan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungal Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.
1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah

Kecamatan ..... ... . .

2. Saksi Pasangan Calon .....................
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

di

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /
Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang
dilaksanakan pada:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada PPK.

c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah pa-ling banyak 4 (empat) orang.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

Tembusan:

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

(Nama Lengkap)



MODEL
DA7-KWK

DAFTAR HN)IR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAXIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN I[IAKIL lIIALIKOTA TAIIUN .......

Kecamatan

Kabupaten/ Kota

Provinsi

No Nama INSTANSI/LEMBAGA
/ORGANISASI

TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua PPK

(



l.o ilt

BERITA ACARA
REI{APITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DI TINGXAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / TVALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *I TAHUN

Pada hari ini ..----.-.--...-----.

KPU Kabupaten/Kota ')
tanggal ...

melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /
Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :....................

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

menjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam
formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.

KPU KABUPATEN/ KOTA
1 2 3 4 5

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

SAKSI PASANGAN CAION
1 2

Saksi Pasangan Calon Saksi Pasangan Calon

.... bulan ......................... tahun

MODEL
DB.KWK

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.
..*) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



G
SERTIFIl(AT REXAPITI]LISI XASIL DAI{ RI NCI N PENCHTTUNCAI{ PERO LEHAN SUAiA DARI SETIAP Xf,CAMATAN

DITII{CKAT KABUPATEI\I/KOTA DALAM PEMILIHAN CUAEA UR DAN WAKIL OUAERNUR/AUPATI DAN WAXIL BUPATI/WA!IKOTA DAJ{ WAKIL WALIXOTA ') TAIIUII ,,,,,,.,

z P€milih urdzh2r dz,:m D PPh

3. P.milih DPrL/Fn@r rrP E.

IML

r. P.nsdnr DPrb/Dersuna KIP ElekGonilt drn

tMl-

r. luDhh eluoh p!nssuM H3[ P,r,h (r,2j)

IIATA PEMILNT DISAsILITAS/PI

uin.h Pedl'h d*:bn,brlpeny.ndrDs ct:t

Jumlah P.m'l,h dtrbilibs/p.ny.id:nrc1.:ryrne

NAMA/TANDA TANCAN KPU I(AAUPATTIII/KOTA

NAMA DANTANOATANcAII SAXSI PASAI{GAN CALON
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tMt.

l. P.-.r'h urd:rd dr:fr DPT

2. P.m,rLht rd:rhr dn.n DPPh

3, P.m'llh DPTb/xn@.. rTP E lhnil d.r Su...

tMl.

l. P.r3!Ini hrrp'l'h 'lrl.n DPT

2. P.na!u,:h:k,'r,h dn.m oPPh

IML.

3. P.nsluni DPTb/p.issun1 rrP ELL&doik d

d,umhh,r{ruh P.n?ru.: H:rt P,l,h o+r+,

III

IIIII

IIIIIIIIIII
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IIIIIIII

DAr. PIMrLtrr ors^Er.rr^s/PrN

tumr2rr Pei,l,h,rtrrb'lru5/!.nymd !.a.ar

luml,J' Pedl,h dtr.6,1,ur/p.nyrndars.rct y,ns

NAMAAAII DA TAIIGA]I I(PU KABUPATT I{/XOTA

t.
NIMA DAN TAN DA TANcAN SAXSI PASANCAN CALO N
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tuhl2i.ur.r rurnrrns dn.rimr GrFEuk.:drnrr 2,s %

trmlzt$'.r$Ddlk.h6.li* ol.h p.,[rh k nDruet

lumht r.ri !u.r. y:ra ldrt b".ra

lumlat' 5ur.rsulEy ! disu, .r

D^r^ tuirl fl su^R^s^H o^N rnr^x 5^H

tumrrh sur.s$d:n r'd.rszh (1.2)

nlvcl r tuiru|r, olflr x su^a
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RINCI^N IUM L,{II P[iOLHI]TN SU^RA

l!nbr' 5ur{ru:.,y.Dsdn.nm: E

lumbi r{ar sura dik hh:r .rno

lumhh suorrula y:n! udrt LrP:ltrr

luhl'h rur{ rurr yan, d'Bun,kri

D^1^ tliiL4HSultn/rSAfi rr^NTTDA( SIH

luabl su:rr s.n s.htuI 6ton

lumrrhsu.he[d.i nd* s.h Ir , r, II
IIIIII
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CATATAN KE.'ADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALA.DI PELAKSAI{AA}I

REKAPITI'LASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAIYI PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAIIIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAXIL BUPATI /
WALIKOTA DAIT WAIIIL WATIKOTA -I TAHUN

Kabupaten/ Kota *)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **)

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.) Coret yang tidak Perlu

.") Apabila hanya te{adi kejadian khusus, Modet DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU
Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani
bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi
di tingkat KPU Kabupaten/ Kota.

MODEL
DB2.KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/ KOTA-).......................

KETUA



si* Ot.l'
MODEL

DB3.KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR / BUPATI

DAN IVAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAI(IL WALIKOTA *I TAHUN

Pada hari ini tanggal ....... .. bulan ..
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan
Kabupaten/Kota *)

Provinsi

yaitu berupa :

A I Model DA-KWK
Model DA1-KWK dan lamprrannYa
Model DA1-KWK Plano

2 Model DA2-KWK
3 Model DA3-KWK
4 Model DA5-KWK
5 Model DA6-KWK
6 Model DA7-KWK
7 Model DAA-KWK dan lam rann a
8 Model DAA-KWK Plano

B Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN KOTA
(KECAMATAN IKABUPATEN/ KOTA ")

(NAMA LENGKAP) {NAMA LENGKAP}

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

.,.... tahun..........,

KPU

..)



siollt
MODEL

DB4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampaian Berlta Acara
Rekapitulasl Hasil Penghitungar
Perolehan Suara dl tlngket
Kabupaten/Kota

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI

{NAMA LENGKAP}

di

Bersama ini disampaikan dokumen

Kabupaten/ Kota di :

Kabupaten/Kota *l : ...........

Provinsi

rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota,
terdiri dari :

,l
Model DB-KWK
Model DB1-KWK dan lam an

2 Model DB2-KWK
3 Model DB3-KWK
4 Model DB5-KWK

Model DB6-KWK
6 Model DB7-KWK

Drckumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA

(KABUPATEN/KOTA -) ..,,,..............

(NAMA LENGKAP)

5



MODEL
DBS.KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPNAN BERITA ACARA DAN SERTIF'II{AT REKAPITULASI

HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGNAT
KABUPATEN/KOTA DALAIII PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBER]TUR / BUPATI DAN

WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *I TAHUN

KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)

No Nama Saksl Pasangan Calon/ Panwas Tanda tangan

1 Nama Pasangan Calon 1

2 Nama Pasangan Calon 2

3 Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota 3



s,* otal KPU KABUPATEN/KOTA

Jl.

MODEL
DB6-KWK

TeIp.,...................

Nomor :

Perihal:Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepada Yth.
1. Ketua PPK

Di Wilayah Kabupaten/ Kota *)

2. Saksi Pasangan Calon..
3. Panitia Pengawas P.-ifiirt

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /
Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan pada:

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Salsi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye
tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling balyak 4 (empat) orang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABU PATEN / KOTA-)...., .............

KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

Ketua KPU Provinsi

(Narna Lengkap)



MODEL
DB7-KWK

DAFTAR HA"DIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAXIL trIALIKOTA *l TAIIUN .......

Kabupaten/ Kota

Provinsi

No Nama INSTANSl/LEMBAGA
/ORGANISASI

TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU PROVINSI

)



# HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODf,L C6.KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL CUAERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ! TAHUN .,.....-

(drisr b.rd!sark,n tornNtir Mod.t D2,t(W(l

MODEL OB8.KWK

TANGCAL/BULAN/TAHUN
KABUPATEN/KOTA+)
PROVtNSt

NO. (ETERANCAN
RINCIAN

RINCIAN PENGEMBALIAN fORMULIR C6
DISA/KEL DESA/KEL DESA/l<EL DESA/KEL DESA/KEL DESA/t{EL DfsA/REt DESA/KEL DTSA/KDL DESA/KEL DESA/KEI- DESA/l(EL D€SA/XEt. DESA/KEL DESA/XEL IUMI,AH

PINDAHAN
3

L

PINDAH ALAMAT

l TIDAX DIKI]J\IAL

4 TIDAI( DAPAT DITEMUI

5

IUMLAH RINCIAN PER.DESA/KELURA}IAN

E

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

2 3 4 5

I

I MENINGCAI, DUNIA

I I
F
E



TANGGAL/BULAN/TAHUN
KABUPATEN/KOTAI)
PROVINSI

MOOEL OAA.KWK
Halamah 2

R!NCIAN

RINCIAN PENGEII,IBALIAN FORMULIR C6
DISA/KEL DESA/KIL DESA/KEL DESA/I(EL Df,SA/l(EL DESA/XEL Dtsa/t(Et DESA/KEL DESA/K[I- DESA/XEL DESA/KEL DESA/KIL DESA/I(EL DESA/l(EL DESA/t(Et, IUMLAH

PINDAHAN

12 t5 ta

I MININGGAL DUNIA

2 PINDAH AI-AMAT

l TIDAK DIK[NAL

,l TIDAX DAPAT DITEMUI

5

IUMLAH R!NCIAN PER.DESA/KILURAHAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATf, N/KOTA

t 2 3 + 5

XETIRANGAN

I,AIN LAIN

ELi
IL
f-++ffi[-l



TANGCAL/AULAN/TAHUN :

KABUPATEN/KOTA*}
PROVtNST

MODEL D88.l(W(
Halaman 3

NO. XITERANCAN RINCIAN

I RINCIAN PENGEI\.IBALIAN FORI\,IULIR C6 OTSA/KEL DESA/KEI DESA/(EL DESA/KEL DESA/KEI DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/XEL oEsA/xEr DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEI, DESA/rcr
IUMI,AH AI(HIR

5 1l t2 r3 l5

1 MENINGGAI- DUNIA

2 PINDAH ALAMAT

3 TIDAK DIXENAI,

4 TIDAK DAPAT DITIMUI

5

IUMLAH RINCIAIT PER.DESA/KILURAHAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KAEUPATTN/KOTA

1 2 3 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Salinan sesuai dengal aslinya
SEIGETARIAT KPU KOTA CIMAHI
KefuJa Sub Bagian Hukum

\rr
Ttd

HANDI DANANJAYA

Supriatna Sumarya

DTSA/KEL

ttltttttt
I


